KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep /582 /1X/2010
{entang

JABATAN FUNGSIONAL UMUM

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya bagi anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum mendapatkan
jabatan struktural maupun jabatan fungsional, dipandang perlu
menetapkan keputusan.

1.

Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan
fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Tunjangan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal
14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

Memperhatikan .



Memperhatikan :

Menetapkan
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saran dan pertimbangan staf Mabes Polri.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI
LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1.

jabatan fungsional umum di lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia di kelompokkan atas dasar:

a. keahlian;
b. keterampilan;

berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional umum dibagi
menjadi 4 (empat) jenjang sebagai berikut:

a. keahlian
1) utama;
2) madya;
3) muda;
4) pertama;

b. keterampilan

1) penyelia;

2) pelaksana lanjutan;
3) pelaksana;

4) pelaksana pemula;

kesetaraan jenjang dengan kepangkatan diatur sebagai
berikut:

a. Kkeahlian
1)  Utama = Komjen - Brigjen;
2} Madya = Komisaris Besar Polisi (KBP);
3} Muda = Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP);
4) Pertama = Komisaris Polisi (Kompol);
b. keterampilan
1)  Penyelia = AKP - Ipda;
2} Pelaksana lanjutan = Aipda dan Aiptu;
3) Pelaksana = Bripka dan Brigadir
4)  Pelaksana pemula = Briptu dan Bripda.

4. kedudukan ......
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4. kedudukan dan jenis jabatan fungsional umum tingkat Mabes
Polri:

a.

Itwasum Polri

1) analis kebijakan
a) analis kebijakan bidang jemen ops;
b) analis kebijakan bidang jemen SDM;
c) analis kebijakan bidang jemen Sarpras;
d) analis kebijakan bidang jemen Garku,

2) Bhayangkara Adminstrasi;

3) Bhayangkara Operasional,

Sops Polri

1) analis kebijakan
a) analis kebijakan bidang Jianstra;
b) analis kebijakan bidang Ops;
c) analis kebijakan bidang Kerma;
d) analis kebijakan bidang Dalops.

2) Bhayangkara Administrasi;

3} Bhayangkara Operasional;

Srena Polri

1) analis kebijakan
a) analis kebijakan bidang Jakstra;
b) analis kebijakan bidang Lemtala;
c) analis kebijakan bidang Jemengar;
d) analis kebijakan bidang RB Pol;

2) Bhayangkara Administrasi;

3) Bhayangkara Operasional;

SSDM Polri

1)  analis kebijakan
a) analis kebijakan bidang Jianstra;
b) analis kebijakan bidang Dalpers;
c) analis kebijakan bidang Binkar;
d) analis kebijakan bidang Watpers;
e) analis kebijakan bidang Psi;

2) Bhayangkara Administrasi;

3} Bhayangkara Operasional;

e. Ssarpras ......
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Ssarpras Polri

1)

2)
3)

analis kebijakan

a) analis kebijakan bidang Jianstra;
b) analis kebijakan bidang Bekum;

¢) analis kebijakan bidang Pal,

d) analis kebijakan bidang Faskon;

Bhayangkara Administrasi;
Bhayangkara Operasional;

Divisi Profesi dan Pengamanan Polri

1)

2)
3)

analis kebijakan

a) analis kebijakan bidang Paminai;
b) analis kebijakan bidang Provos;
c) analis kebijakan bidang Wabprof;

Bhayangkara Administrasi;
Bhayangkara Operasional;

Divisi Hukum Polri

1)

2)
3)

analis kebijakan
a) analis kebijakan bidang Hukum;
b) analis kebijakan bidang Bankum;

Bhayangkara Administrasi;
Bhayangkara Operasional;

Divisi Hubungan Masyarakat Polri

1)

2)
3)

analis kebijakan
a) analis kebijakan bidang Penmas;
b) analis kebijakan bidang PID;

Bhayangkara Administrasi;
Bhayangkara Operasional;

Divisi Hubungan Internasional Polri

1)

2)
3)

analis Kebijakan
a) analis kebijakan bidang NCB/Interpal;
b) analis kebijakan bidang Misinter;

Bhayangkara Administrasi;
Bhayangkara Operasional,

j. Divisi .......
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Divisi Teknologi Informasi Polri

1)

2)
3)

analis kebijakan
a) analis kebijakan bidang Kom;
b) analis kebijakan bidang Tekinfo;

Bhayangkara Administrasi;
Bhayangkara Operasional,

Staf Ahli Kapolri

1)

2)
3)

analis kebijakan

a) analis kebijakan bidang Jemen;
b) analis kebijakan bidang Sospoal;
c) analis kebijakan bidang Sosek;
d) analis kebijakan bidang Sosbud;
e) analis kebijakan bidang Kam;

Bhayangkara Administrasi;
Bhayangkara Operasional,

Badan Intelijen Keamanan Polri

1)

2)
3)

analis kebijakan

a) analis kebijakan bidang Politik;
b) analis kebijakan bidang Ekonomi;
c) analis kebijakan bidang Sosbud;
d) analis kebijakan bidang Kamneg;

Bhayangkara Administrasi;
Bhayangkara Operasional;

Badan Pemelihara Keamanan Polri

1)

analis kebijakan

a) analis kebijakan bidang Binmas;

b) analis kebijakan bidang Sabhara;
¢) analis kebijakan bidang Pam Obvit;
d) analis kebijakan bidang Pol air;

e) analis kebijakan bidang Pol Udara;
f) analis kebijakan bidang Satwa;

Bhayangkara Administrasi,
Bhayangkara Operasional;
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Badan Reserse Kriminal Polri

1)

2)
3)

analis kebijakan

a) analis kebijakan bidang Pidum;

b) analis kebijakan bidang Pideksus;
c) analis kebijakan bidang Pidkor;

d) analis kebijakan bidang Pidnarkoba;
e) analis kebijakan bidang Pidter;

f)  analis kebijakan bidang Labfor,

g) analis kebijakan bidang Iknas;

h) analis kebijakan bidang Inafis;

Bhayangkara Administrasi;
Bhayangkara Operasional;

Korps Lalu Lintas Palri

1)

2)
3)

analis kebijakan

a) analis kebijakan bidang Dikmas Lantas;
b) analis kebijakan bidang Gakum Lantas;
c) analis kebijakan bidang Jianma Lantas;
d) analis kebijakan bidang Regiden;

e) analis kebijakan bidang PJR;

Bhayangkara Administrasi;
Bhayangkara Operasional;

Korps Brigade Mobil Polri

1)
2)
3)

analis kebijakan Brigade Mobil;
Bhayangkara Administrasi;
Bhayangkara Operasional;

Detasemen Khusus 88 AT Polri

1)

3)

analis kebijakan

a) analis kebijakan bidang Intelijen;

b) analis kebijakan bidang Pencegahan;
¢) analis kebijakan bidang Investigasi;
d) analis kebijakan bidang Penindakan;

Bhayangkara Administrasi;
Bhayangkara Operasional;

r. Lembaga ......
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r. Lembaga Pendidikan Polri

1)  analis kebijakan

analis kebijakan bidang Jianbang;
analis kebijakan bidang Bindiklat;
analis kebijakan bidang Kurikulum;
analis kebijakan bidang Gadikwa;
analis kebijakan bidang Sespimti;
analis kebijakan bidang Sespimmen;
} analis kebijakan bidang Sespimma;
) analis kebijakan bidang STIK;

i) analis kebijakan bidang Akpol;

a
b

- DoQ 0 OO0

2) Bhayangkara Administrasi;
3) Bhayangkara Operasional,

s. Pusat Penelitian dan Pengembangan
1)  analis kebijakan bidang Litbang;
2) Bhayangkara Administrasi;
3) Bhayangkara Operasional;

t. Pusat Keuangan Polri
1)  analis kebijakan bidang Keuangan;
2) Bhayangkara Administrasi;
3) Bhayangkara Operasional;

u. Pusat Kedokteraan dan Kesehatan Polri

1)  analis kebijakan
a) analis kebijakan bidang Dokpol;
b) analis kebijakan bidang Kesmapta;
c) analis kebijakan bidang Yankes;

2) Bhayangkara Administrasi;
3) Bhayangkara Operasional;

v. Pusat Sejarah Polri
1) analis kebijakan bidang Sejarah;
2) Bhayangkara Administrasi;
3) Bhayangkara Operasional;

w. Pelayanan ......
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w. Pelayanan Markas Polri
1)  analis kebijakan bidang Yanma;
2) Bhayangkara Administrasi;
3) Bhayangkara Operasional;

X. Sekretariat Umum Polri
1)  analis kebijakan bidang Setum;
2) Bhayangkara Administrasi;
3) Bhayangkara Operasional;

kedudukan jabatan fungsional umum untuk tingkat
kewilayahan diatur sebagai berikut:

a. dalam kelompok keahlian jenjang kepangkatan adalah
jenjang madya sampai dengan pertama
(Kombes Pol sampai dengan Kompol},

b. dalam kelompok keterampilan berlaku untuk jenjang
penyelia sampai dengan pelaksana pemula
(AKP sampai dengan Bripda);

c. kedudukan dan penempatan kedalam jabatan fungsional
umum memperhatikan kompetensi pemangku jabatan
yang bersangkutan;

pengangkatan ke dalam jabatan Fungsional Umum bersifat
sementara dan tidak dapat digunakan untuk dasar usulan
kenaikan pangkat, kecuali bagi kepangkatan pada golongan
Brigadir (Aiptu sampai dengan Bripda) kenaikan pangkatnya
diatur sesuai ketentuan yang berlaku;

pemangku jabatan Fungsional Umum dapat dimutasikan ke
dalam jabatan struktural dan atau jabatan fungsional sesuai
kebutuhan organisasi,

pemangku jabatan Fungsional Umum diberikan tunjangan
umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

jabatan Fungsional Umum pada Mabes Polri disusun
berdasarkan kebutuhan organisasi dan kesetaraannya
tertuang dalam lampiran "A” surat keputusan ini;
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10. para Kepala Satuan Kerja berkewajiban membina secara
teknis jabatan Fungsional Umum yang berada di
lingkungannya;

11. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan
yang memeriukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan
keputusan tersendiri;

12.  keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ; Jakarta
pada tanggal : 24 September 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

Kepada Yth: Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri. JENDERAL POLISI
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DSP JABATAN FUNGSIONAL UMUM

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR :KEP/ 582 [ IX

/2010

TANGGAL -

24 SEPTEMBER 2010

NO

SATKER

JENIS JABATAN

KET

ITWASUM POLRI

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG JEMEN OPS
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG JEMEN SDM
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG JEMEN SARPRAS
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG JEMEN GARKU
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

e. BHAYANGKARA ......
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NO SATKER JENIS JABATAN KET
BHAYANGKARA ADMINISTRASI
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pe|aksana BR[PKNBRIGAD]R
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pe[aksana BRIPKA/BRIGAD'R
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
2. | SOPS POLRI ANALIS KEBIJAKAN BIDANG JIANSTRA

Utama
Madya
Muda
Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG OPS
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

c. ANALIS .......
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NO SATKER JENIS JABATAN KET
ANALIS KEBIJAKAN BIDANG KERMA
Utama KOMJEN - BRIGJEN
Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PENGAWASAN DALOPS
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP

Muda AKBP
Pertama KOMPOL
BHAYANGKARA ADMINISTRASI

Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR

Pelaksana Pemula

BRIPTU/BRIPDA

BHAYANGKARA OPERASIONAL

Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR

Pelaksana Pemula

BRIPTU/BRIPDA

3. SRENA .......
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NO SATKER JENIS JABATAN KET

3. | SRENAPOLRI ANALIS KEBIJAKAN BIDANG JAKSTRA
Utama KOMJEN - BRIGJEN
Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG LEMTALA
Utama

KOMUJEN - BRIGJEN

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

ANALIS KEB|JAKAN BIDANG JEMENGAR
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG RB POL
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

e. BHAYANGKARA ......
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NO SATKER JENIS JABATAN KET
BHAYANGKARA ADMINISTRASI
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pe'aksana BRIPKNBRIGAD]R
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pe]aksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
4. | SSDM POLRI ANALIS KEBIJAKAN BIDANG JIANSTRA

Utama
Madya
Muda
Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG DALPERS
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

c. ANALIS ......
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NO

SATKER

JENIS JABATAN

KET

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG BINKAR
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG WATPERS
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PSI
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP

Muda AKBP

Pertama KOMPOL

BHAYANGKARA ADMINISTRASI

Penyelia INSPEKTUR/AKP

Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA

Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
BRIPTU/BRIPDA

Pelaksana Pemula

g. BHAYANGKARA ......
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NO SATKER JENIS JABATAN KET
BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR

Pelaksana Pemula

BRIPTU/BRIPDA

SSARPRAS POLRI

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG JIANSTRA
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG BEKUM
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PAL
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

d. ANALIS ......
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NO SATKER JENIS JABATAN KET
ANALIS KEBIJAKAN BIDANG FASKON
Utama ' KOMJEN - BRIGJEN
Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL
BHAYANGKARA ADMINISTRASI
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA

6. | DIVPROPAM POLRI ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PAMINAL

Utama
Madya
Muda
Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

b. ANALIS ......
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SATKER JENIS JABATAN KET

b. ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PROVOS
Utama KOMJEN - BRIGJEN
Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

c. ANALIS KEBIJAKAN BIDANG WABPROF
Utama KOMJEN - BRIGJEN
Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

d. BHAYANGKARA ADMINISTRASI
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA

e. BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA

7. DIVKUM ......
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SATKER JENIS JABATAN KET
DIVKUM POLRI a. ANALIS KEBIJAKAN BIDANG HUKUM

Utama KOMJEN - BRIGJEN
Madya ' KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

b. ANALIS KEBIJAKAN BIDANG BANKUM
Utama KOMJEN - BRIGJEN
Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

c. BHAYANGKARA ADMINISTRASI
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA

d. BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA

8. DIVHUMAS ......
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR ‘KEP/ 882 [/ IX /2010

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2010

NO

SATKER

JENIS JABATAN

KET

DIVHUMAS POLRI

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PENMAS
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PID
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL
BHAYANGKARA ADMINISTRASI

Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR

Pelaksana Pemula

BRIPTU/BRIPDA

BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia

Pelaksana Lanjutan

Pelaksana

Pelaksana Pemula

INSPEKTUR/AKP
AIPTU/DA
BRIPKA/BRIGADIR
BRIPTU/BRIPDA

9. DIVHUBINTER ......
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR ‘KEP/ 582 /[ IX /2010

TANGGAL * 24 SEPTEMBER 2010

NO

SATKER

JENIS JABATAN

KET

DIVHUBINTER POLRI

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG NCB/INTERPOL
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG MISINTER
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP

Muda AKBP
Pertama KOMPOL
BHAYANGKARA ADMINISTRASI

Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR

Pelaksana Pemula

BRIPTU/BRIPDA

BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia

Pelaksana Lanjutan

Pelaksana

Pelaksana Pemula

INSPEKTUR/AKP
AIPTU/DA
BRIPKA/BRIGADIR
BRIPTU/BRIPDA

10. DIV TI POLRI......



13 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR ‘KEP/ 582 /[ 1IX /2010
TANGGAL - 24 SEPTEMBER 2010

NO SATKER JENIS JABATAN KET

10. | DIV TiI POLRI ANALIS KEBIJAKAN BIDANG KOM
Utama KOMJEN - BRIGJEN
Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG TEKINFO
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL
BHAYANGKARA ADMINISTRASI
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
BRIPTU/BRIFDA

Pelaksana Pemula

11. SAHLI ......




14 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR KEP/ 582 /[ IX (2010
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2010
NO SATKER JENIS JABATAN KET
11. | SAHLI KAPOLRI ANALIS KEBIJAKAN BIDANG JEMEN

Utama
Madya
Muda
Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG SOSPOL
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG SOSEK
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL.

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG SOSBUD
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

e. ANALIS ......



15

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR KEP/ 582 [ IX /2010

TANGGAL - 24 SEPTEMBER 2010

NO SATKER JENIS JABATAN KET
ANALIS KEBIJAKAN BIDANG KAM
Utama KOMJEN - BRIGJEN
Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL
BHAYANGKARA ADMINISTRASI
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
12. | BAINTELKAM POLRI ANALIS KEBIJAKAN BIDANG POLITIK

Utama
Madya
Muda
Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

b. ANALIS ......



16 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPQOLRI
NOMOR ‘KEP/ 582 /[ IX /2010
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2010
NO SATKER JENIS JABATAN KET

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG SOSBUD
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP '
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG KAMNEG
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP

Muda AKBP

Pertama KOMPOL

BHAYANGKARA ADMINISTRASI

Penyelia INSPEKTUR/AKP

Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA

Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
BRIPTU/BRIPDA

Pelaksana Pemula

f. BHAYANGKARA ......



17

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR KEP/ 582 /[ IX /2010

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2010

NO SATKER JENIS JABATAN KET
BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
13. | BAHARKAM POLRI ANALIS KEBIJAKAN BIDANG BINMAS

Utama
Madya
Muda
Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG SABHARA
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PAM OBVIT
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

d. ANALIS ......



18 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR KEP/ 582 / 1X_ (2010
TANGGAL - 24 SEPTEMBER 2010

NO

SATKER

JENIS JABATAN

KET

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG POL AIR
Utama

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

KOMJEN - BRIGJEN

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG POL UDARA
Utama

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

KOMJEN - BRIGJEN

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG SATWA
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL
BHAYANGKARA ADMINISTRASI
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
BRIPTU/BRIPDA

Pelaksana Pemula

h. BHAYANGKARA ......



19

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR KEP/ 582 [/ IX /2010

TANGGAL - 24 SEPTEMBER 2010

NO SATKER JENIS JABATAN KET
BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
14. | BARESKRIM POLRI ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PIDUM

Utama
Madya
Muda
Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PIDEKSUS
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PIDKOR
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

d. ANALIS ......



20 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR ‘KEP/ 582 [/ IX /2010
TANGGAL - 24 SEPTEMBER 2010

SATKER JENIS JABATAN KET

d. ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PIDNARKOBA
Utama KOMJEN - BRIGJEN
Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

e. ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PIDTER
Utama KOMJEN - BRIGJEN
Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

f.  ANALIS KEBIJAKAN BIDANG LABFOR
Utama KOMUJEN - BRIGJEN
Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

g. ANALIS KEBIJAKAN BIDANG IKNAS
Utama KOMJEN - BRIGJEN
Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

h. ANALIS ......



21 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR ‘KEP/ 582 ( IX /2010
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2010

NO SATKER JENIS JABATAN KET
ANALIS KEBIJAKAN BIDANG INAFIS
Utama KOMJEN - BRIGJEN
Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL
BHAYANGKARA ADMINISTRASI
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA

15. | KORLANTAS POLRI ANALIS KEBIJAKAN BIDANG DIKMAS LANTAS

Utama
Madya
Muda
Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

b. ANALIS . ...




22 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR ‘KEP/ 582 /[ X /2010
TANGGAL - 24 SEPTEMBER 2010

NO

SATKER

JENIS JABATAN

KET

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG GAKUM LANTAS
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG JIANMA LANTAS
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG REGIDEN
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP

Muda AKBP
Pertama KOMPOL
ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PJR

Utama KOMJEN - BRIGJEN
Madya KBP

Muda AKBP
Pertama KOMPOL

f. BHAYANGKARA .......



23 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR ‘KEP/ 882 /[ IX {2010
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2010
NO SATKER _ JENIS JABATAN KET
BHAYANGKARA ADMINISTRASI
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemuia BRIPTU/BRIPDA
BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
16. | KORBRIMOB POLRI ANALIS KEBIJAKAN BIDANG BRIGADE MOBIL

Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP

Muda AKBP

Pertama KOMPOL

BHAYANGKARA ADMINISTRASI

Penyelia INSPEKTUR/AKP

Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA

Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
BRIPTU/BRIPDA

Pelaksana Pemula

c. BHAYANGKARA ......



24

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR -‘KEP/ 582 /[ [X /2010

TANGGAL - 24 SEPTEMBER 2010

NO SATKER JENIS JABATAN KET
BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
: Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
17. | DENSUS 88 AT POLRI ANALIS KEBIJAKAN BIDANG INTELEJEN

Utama
Madya
Muda
Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PENCEGAHAN
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG INVESTIGASI
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

d. ANALIS ......



25

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR -KEP/ 582 /[ 1X /2010
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2010

NO SATKER JENIS JABATAN KET
ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PENINDAKAN
Utama KOMJEN - BRIGJEN
Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL
BHAYANGKARA ADMINISTRASI
Penyelia KOMJEN - BRIGJEN
Pelaksana Lanjutan KBP
Pelaksana AKBP
Pelaksana Pemula KOMPQOL
BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
18. | LEMDIKPOL ANALIS KEBIJAKAN BIDANG JIANBANG

Utama
Madya
Muda
Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPOL

b. ANALIS ......



26 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR -KEP/ 882 /[ IX /2010
TANGGAL: 24 SEPTEMBER 2010

NO

SATKER

JENIS JABATAN

KET

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG BINDIKLAT
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP
Muda AKBFP
Pertama KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG KURIKULUM
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG GADIKWA,
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG SESPIMTI
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

f. ANALIS .....



27 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR _-KEP/ 882 [ IX /2010
TANGGAL - 24 SEPTEMBER 2010

NO

SATKER

JENIS JABATAN

KET

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG SESPIMMEN
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG SESPIMMA
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG STIK
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG AKPOL
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL

]- BHAYANGKARA .......



28

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR ‘KEP/ 582 [ IX /2010
TANGGAL - 24 SEPTEMBER 2010

NCO SATKER JENIS JABATAN KET
BHAYANGKARA ADMINISTRASI
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
19. | PUSLITBANG POLRI ANALIS KEBIJAKAN BIDANG LITBANG

Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP

Muda AKBP
Pertama KOMPQOL
BHAYANGKARA ADMINISTRASI

Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR

Pelaksana Pemula

BRIPTU/BRIPDA

c. BHAYANGKARA ......



29 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR ‘KEP/ 582 [ IX_ /2010
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2010
NO SATKER JENIS JABATAN KET
BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
20. | PUSKEU POLRI ANALIS KEBIJAKAN BIDANG KEUANGAN

Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPQOL
BHAYANGKARA ADMINISTRASI
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
BRIPTU/BRIPDA

Pelaksana Pemula

21. PUSDOKKES ......



30

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR ‘KEP/ 582 / IX /2010

TANGGAL - 24 SEPTEMBER 2010

NO

SATKER

JENIS JABATAN

KET

21,

PUSDOKKES POLRI

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG DOKPOL
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
© AKBP
KOMPOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG KESMAPTA
Utama

Madya

Muda

Pertama

KOMJEN - BRIGJEN
KBP
AKBP
KOMPQOL

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG YANKES
Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP

Muda AKBP
Pertama KOMPOL
BHAYANGKARA ADMINISTRASI

Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR

Pelaksana Pemula

BRIPTU/BRIPDA

e. BHAYANGKARA ......



31 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR ‘KEP/ 582 [ IX {2010
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2010
NO SATKER JENIS JABATAN KET
BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
22 | PUSJARAH POLRI ANALIS KEBIJAKAN BIDANG SEJARAH

Utama

KOMJEN - BRIGJEN

Madya KBP

Muda AKBP
Pertama KOMPOL
BHAYANGKARA ADMINISTRAS]

Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
BHAYANGKARA OPERASIONAL

Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA

23. YANMAS .......



32

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR ‘KEP/ 582 [/ IX {2010

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2010

NO SATKER JENIS JABATAN KET

23. | YANMA POLRI ANALIS KEBIJAKAN BIDANG YANMA
Utama -
Madya KBP
Muda AKBP
Pertama KOMPOL
BHAYANGKARA ADMINISTRASI
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA
BHAYANGKARA OPERASIONAL
Penyelia INSPEKTUR/AKP
Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA
Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR
Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA

24. | SETUM POLRI ANALIS KEBIJAKAN BIDANG SETUM

Utama
Madya
Muda
Pertama

KBP
AKBP
KOMPOL

b. BHAYANGKARA ......



33 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR :KEP/ 582 [/ IX /2010
TANGGAL: 24 SEPTEMBER 2010
NO SATKER JENIS JABATAN KET

BHAYANGKARA ADMINISTRASI

Penyelia INSPEKTUR/AKP

Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA

Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR

Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA

BHAYANGKARA OPERASIONAL

Penyelia INSPEKTUR/AKP

Pelaksana Lanjutan AIPTU/DA

Pelaksana BRIPKA/BRIGADIR

Pelaksana Pemula BRIPTU/BRIPDA

Ditetapkan di : Jakarta
padatanggal : 24 September - 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI




